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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Formulasi ketentuan Pasal ganti rugi dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen memang belum dapat memberikan perlindungan 

hukum secara menyeluruh kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara, 

karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat tidak hanya untuk 

mengatur kepentingan perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa 

angkutan udara saja, tetapi meliputi perlindungan hukum secara luas untuk 

semua konsumen, maka dari itu Pemerintah membuat peraturan yang secara 

khusus kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara agar lebih 

terlindunginya hak-hak mereka dalam menuntut ganti kerugian. 

Wujud keperdulian Pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum 

kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara, maka pemerintah yang 

diwakili oleh Menteri Perhubungan membuat suatu Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut 

Angkutan Udara yang sudah berlaku mulai 1 November tahun 2011. Setelah 

diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 

tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, para pengguna jasa 

angkutan udara di Indonesia relatif sudah mendapatkan perhatian dalam 

perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan hak-hak para konsumen 

pengguna jasa angkutan udara.  

 

 



123 

 

Tanggung Jawab Mutlak sudah diadopsi oleh pemerintah dalam 

pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, tanggung jawab mutlak (strict 

liability)  dapat dilihat dari formulasi isi Pasal mengenai tanggung jawab ganti 

rugi pelaku usaha jasa angkutan udara kepada konsumen pengguna jasa 

angkutan udara, secara jelas tertulis dalam Pasal 3 dan 5 bahwa pelaku usaha 

wajib memberikan ganti kerugian. Sedangkan tanggung jawab praduga 

bersalah  dalam hal terjadinya kesalahan terhadap konsumen dimana barang 

bagasi yang mereka bawa hilang tertuang dalam Pasal 10. 

Proses pemberian ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen yang 

merasa dirugikan dalam penggunaan jasa angkutan udara dapat dilakukan oleh 

melalui litigasi dan non litigasi, dan para pihak dapat menyelesaikannya 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui 

pengadilan, tetapi dalam penyelesaian sengketa tersebut menghasilkan 

keputusan yang berbeda, litigasi menghasilkan suatu keputusan win-lose 

solution bagi para pihak yang bersengketa, sedangkan hasil penyelesaian 

sengketa dari Non Litigasi dapat berupa Win-Win Solution. 

Dengan membandingkan UUPK 1999 Malaysia dengan UU Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dari masing-masing Undang-Undang memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam formulasi isi pasal-pasal mengenai ganti rugi dan penyelesaian sengketa 

konsumen, dikarenakan dua Negara ini memiliki system hukum yang berbeda. 
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B. SARAN 

Pemerintah memegang peranan penting dalam proses perlindungan 

konsumen, pemerintah melalui lembaga-lembaga swadaya perlindungan 

konsumen seharusnya lebih gencar memberikan pendidikan konsumen, agar 

konsumen sadar dan mengerti bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama 

antara konsumen dengan pelaku usaha. 

Sebagai bentuk perubahan hukum tentang (ius constitutum) menjadi 

hukum yang seharusnya (ius constituendum) untuk memenuhi perubahan 

kehidupan dalam masyarakat, Pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh 

dari Pemerintah Malaysia, karena Malaysia secara tegas dalam formulasi isi 

dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa 

harus diselesaikan secara Non Litigasi dengan diberikan batas maksimal 

kerugian yang ditanggung  oleh konsumen. 

Penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi dapat membantu 

terciptanya perlindungan konsumen, dikarenakan apabila penyelesaian 

sengketa melalui proses litigasi tidak dapat memberikan hasil yang bisa 

diterima oleh para pihak yang bersengketa. 

Dalam rangka melindungi hak para konsumen, pemerintah dituntut 

lebih gencar mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 

Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, agar 

konsumen dapat mengerti dan lebih memperjuangkan hak-hak mereka sebagai 

konsumen agar tercapainya perlindungan hukum kepada konsumen pengguna 

jasa angkutan. Ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
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Tentang Perlindungan Konsumen terkait ganti kerugian perlu dilakukan 

amandemen kembali, terutama dalam pemilihan jalur penyelesaian sengketa 

antara konsumen dengan pelaku usaha. 
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